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Abstrak
 

Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang hubungan agama dan negara pada dasarnya bertititik tolak pada

kerangka membangun masyarakat bangsa melalui faham kebangsaan, artinya dalam berbangsa dan

bernegara, ia harus dipahami dalam kerangka nasional. Begitu juga pengertian menyeluruh tentang syari'at

islam, dalam pandangan Abdurrahman Wahid masalah i'tiqadi'ah dipahami sebagai wilayah politik untuk

memperjuangkan ideologi negara, mu'amalah dipahami sebagai upaya memperjuangkan hak-hak warga

negara melalui Undang-Undang Dasar 1945, dan akhlaqiah dipahami sebagai upaya berdakwah dengan

moralitas. Oleh karena itu, negara yang menjadi keyakinan mayoritas penduduk Indonesia merupakan

wilayah privat yang tidak boleh diinterversi atau disubordinasi oleh negara, begitu juga negara, sesuai

dengan ketentuan yang diatur oleh UUD 1945, harus benar-benar dilaksanakan untuk memperjuangkan hak-

hak berkeyakinan dalam kerangka pembangunan nasional. 
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Adapun konsepsi tentang hubungan agama dan negara Rebublik Indonesia, dalam pemahaman

Abdurrahman Wahid dirumuskan dalam tiga bahasan pokok, yaitu : Pertama, finalisasi Pancasila sebagai

ideologi negara, karena perjuangan mengenai ideologi tersebut, pada dasarnya bukan didasarkan pada unsur

keterpaksaan umat Islam, melainkan didasarkan pada kesadaran yang diwujudkan sebagai penghormatan

untuk bersama membangun masyarakat bangsa. Kedua adalah mengenai hubungan simbiotik antara agama

dan negara, yang dimaksudkan untuk menjaga hubungan secara proporsional, artinya warga negara tidak

boleh mencari legitimasi keagamaannya kepada pemerintah, begitu juga sebaliknya pemerintah tidak boleh

mencari legitimasi politiknya kepada agama tertentu, terlebih ia tidak boleh mempolitisasi agama sebagai

kendaran politik. Ketiga adalah mengenai konsep pribumisasi Islam yang dimaksudkan untuk

mempermudah implementasi hukum Islam menjadi negara tanpa tercerabut dari budaya lokal (bangsa).

Sedangkan demokrasi yang dipraktikkan oleh negaranegara Barat adalah tergolong sekuler, yaitu ia

dipahami sebagai semangat untuk memisahkan urusan agama dan negara. Implikasi negara yang berfaham

sekuler adalah negara tidak satu sen pun mengeluarkan uang untuk kepentingan agama, yang berarti

keberadaan seperti Departemen Agama, Peradilan Agama, urusan Haji, dan kurikulum agama dalam semua

jenjang pendidikan harus dihapuskan. 
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